
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN NATUNA  

NOMOR   4  TAHUN  2014 

 

TENTANG 
 

 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NATUNA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara  yang terkandung 

dalam wilayah hukum Kabupaten Natuna 
merupakan kekayaan alam tak terbarukan 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai peranan penting dalam memenuhi 
hajat hidup orang banyak, karena itu 

pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya 
guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan 
berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan 

untuk sebesar – besarnya bagi kesejahteraan 
rakyat; 

 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Natuna tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 
 
 
 

Mengingat :   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1960 Peraturan Dasar tentang Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2034); 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

  2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2918); 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, 
KabupatenKuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3902) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880) ; 

 

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724);  
 

 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 
 

 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 
 

 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

  

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 

tentang Pengaturan dan Pengawasan 
Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3003);  

 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 
 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4737 ); 
 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 
Fungsi Kawasan Hutan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5097); 

 

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Wilayah Pertambangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5110 ); 

 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

29, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5097 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2012  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

   tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5282) 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 
 

 16.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 

tentang Reklamasi dan Pasca Tambang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5172); 

 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 9 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Natuna; 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 
Tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang 
Wilayah ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna 
Tahun 2012 Nomor 10); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 

8). 
                                 
                         

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  NATUNA 

dan 
BUPATI NATUNA,  
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

 
1.  Daerah adalah Daerah Kabupaten  Natuna. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3.  Kepala Daerah adalah Bupati Natuna. 
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD   sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Natuna. 

6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang bidang tugas 
dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha energi dan 
sumber daya mineral. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Natuna. 

8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 
atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 

tambang. 
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal 

teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam 
bentuk lepas atau padu. 

10. Batubara adalah endapan senyawa organik  karbonan yang 

terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan. 
11. Pertambangan Mineral adalah  pertambangan kumpulan mineral 

yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan 
gas bumi, serta air tanah. 

12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon 

yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, 
dan batuan aspal. 

13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 

14. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya 

berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha 
pertambangan.  

15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah 
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan 
studi kelayakan. 

17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUP  Eksplorasi untuk  melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi. 

 
 
 

 


